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AbstrakPluralisme Indonesia secara eksplisit memberikan tantangan tersendiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad 21keragaman kultur di Indonesia mendapatkan ujian yang serius, yang ditandai berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal,seperti konflik Ambon, Poso, dan Sambas. Untuk itu, perlu adanya strategi fundamental dalam dunia pendidikan, strategi dalamkonteks ini adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikanpengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran dan eksistensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraandalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yaitukepustakaan atau library research. Data yang digunakan pada karya tulis ini bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah.Dengan pembelajaran PPKn diharapkan mampu meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia yang damai dalam bingkaiBhinneka Tunggal Ika dan keharmonisan.
Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Multikultural

Abstract
Indonesian pluralism explicitly presents its own challenges for the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the 21st century, the
diversity of cultures in Indonesia gets a serious test, characterized by various communal violent conflicts, such as the Ambon, Poso
and Sambas conflicts. Therefore, the need for a fundamental strategy in the world of education, strategy in this context is through
Civic Education. The purpose of this paper is to provide a deeper knowledge and insight into the role and existence of Civic Education
in the affirmation of Indonesian multicultural society. Writing method used in the preparation of this paper, the library or library
research. With the learning of PPKn is expected to strengthen the peaceful multicultural society of Indonesia in the frame of
Bhinneka Tunggal Ika and harmony.
Kewords: Civic Education, Multicultural
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PENDAHULUANPengalaman Indonesia sejak masa awalkemerdekaan, khususnya pada masa demokrasiterpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde BaruPresiden Soeharto memperlihatkan kecenderungankuat pada politik monokulturalisme. Lebih lanjutAzra (2006) mengemukakan bahwa dalam politikini, yang diberlakukan bukannya penghormatanterhadap keragaman (kebhinnekaan, ataumultikulturalisme), tetapi sebaliknya adalahkeseragaman (monokulturalisme) atas namastabilitas untuk pembangunan.Pada saat orde baru berakhir, kesadaranmasyarakat terkait pentingnya memahamikebhinnekaan dan multikulturalisme Indonesiamuncul kembali dan dikemas dalam semangat baru.Di samping itu, wacana multikulturalismeIndonesia yang semakin mendapat tempat dalammasyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapakondisi (Saifuddin, 2006), pertama, desentralisasimendorong ditingkatkannya batas-batas identitaskebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik,agama maupun golongan. Dari perubahan yangterjadi, terdapat tantangan yang cukup besar dalamintegrasi nasional dan sosial. Kedua, dimensikebudayaan kurang mendapatkan perhatiandengan diterapkannya desentralisasi pilitikkontemporer. Keputusan untuk melaksanakandesentralisasi lebih pada keputusan politik olehpara elit politik partai ketimbangmempertimbangkan dimensi kebudayaan yangsesungguhnya sangat mendasar dan penting.
Ketiga, pada saat kebudayaan bangsa mulaimenampakkan batas-batasnya dengan nyata dantujuan primordialisme mulai muncul kepermukaandengan konflik yang cukup akut antar agama,golongan, dan etnik tentu akan dapat mengancampersatuan dan kesatua bangsa, kemudian paracendekiawan dan para elit politik mulai bergegasmencari solusinya untuk meneguhkan kembalipersatuan dan kesatuan bangsa.Berkaitan dengan kondisi di atas, bentuktubuh Indonesia Baru dari hasil reformasi adalahsebuah “masyarakat multikultural Indonesia”.Berbeda dengan masyarakat majemuk yangmenunjukkan keanekaragaman suku bangsa dankebudayaan suku bangsa, multikulturalismedikembangkan dari konsep pluralisme budayadengan menekankan pada kesederajatankebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat

(Suparlan, 2005). Multikuturalisme Indonesiamemngusung persamaan, semangat hidup rukundalam keragaman dan perbedaan budaya secaraindividu ataupun kelompok masyarakat (Azra,2006). Refleksi yang dapat diambil bahwa Individudalam hal ini dilihat kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dengandemikian, bentuk dari masyarakat Indonesia yangberagam tidak dan bukan lagi dalam bentukkeanekaragaman suku dan budaya bangsamelainkan keanekaragaman kebudayaan yang adadalam masyarakat Indonesia.Multikulturalisme meliputi sebuahpemahaman, penghargaan dan penilaian atasbudaya seseorang, serta sebuah penghormatan dankeingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Iameliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budayaorang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruhaspek dari budaya-budaya tersebut, melainkanmencoba melihat bagaimana sebuah budaya yangasli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. (Blum, 2001).Tuntutan pengembangan masyarakatmultikultural tidak dapat dilepaskan darikebutuhan warganegara. Seiring denganperkembangan konstelasi kehidupan, pada erakontemporer bangsa Indonesia dihadapkan padaperubahan-perubahan dan ketidakpastian dalamaspek sosial, ekonomi, pendidikan dan politik.Dalam kehidupan ini, perubahan merupakan suatukaniscayaan karena tidak ada yang tetap keculaiperubahan itu sendiri. Perubahan merupakanbagian yang melekat dalam kehidupan manusia danterjadi secara terus menerus. Perubahan yangterjadi pada diri manusia menyangkut perubahanlangsung maupun tidak langsung yang berkaitandengan sikap dan tindakan manusia dalamkehidupan global.Sebagaimana dikemukakan di atas, potensikonflik dalam masyarakat yang multikultural cukupbesar, karena itu pendidikan yang mampumembangun karakter warga negara yang cintadamai mutlak diperlukan. Warga negara tanpadibekali karakter cinta damai tentu sangat sulitdalam mengadapi suatu perubahan yang memilikitantangan dan konflik yang muncul dari bingkaikebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikanadalah jembatan paling penting untuk membentukkarakter masyarakat yang multikultural.Hidayatullah (2011) menyebutkan bahwa
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membangun karakter bangsa merupakan suatuusaha yang dirasakan penting yang harus diberikanpada manusia. Pembentukan karakter yang baiksesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945adalah tujuan yang muliah dari sistem pendidikan.Pernyataan tersebut memberikan penguatanbahwa pembangunan karakter tidak bisadilepaskan dari pendidikan. Dalam hal ini adalahPendidikan Kewarganegaraan berbasismultikultural, sebab Pendidikan Kewarganegaraanmengemban nilai karakter bangsa yang salahsatunya adalah toleransi, tanggung jawab, danintegritas.Terkait dengan peneguhan masyarakatmultikultural di atas, peran penting pendidikanmenjadi tak terelakan. Azra (2006) berpendapatbahwa untuk meneguhkan masyarakatmultikultural Indonesia yang sehat tidak dapatditerima begitu saja atau trial and error. Maka dariitu, diperlukan usaha yang sistematis, integrated,programatis, dan berkesinambungan. Salah satustrategi penting itu adalah PendidikanKewarganegraan yang diselenggarakan melaluiseluruh lembaga pendidikan, baik formal maupunnonformal, dan bahkan informal di masyarakat.Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)sederhananya merupakan mata pelajaran yangmemiliki domain kajian dalam konteks pendidikannasional yang memiliki peran signifikan danstrategis untuk membentuk karakter bangsaIndonesia di tengah keragaman masyarakatIndonesia. Keragaman dan perbedaan bangsaIndonesia tertuang dalam prinsip berbhinneka,akan tetapi tergabung dalam satu kesatuan. Untukitu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisisentral dalam membangun negara bangsaIndonesia. Pendidikan Kewarganegaraan disini bisamenjadi strategi yang bisa dilakukan dalampeneguhan msyarakat multikultural Indonesisa.Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkandalam hal ini adalah Pendidikan Kewarganegaraandalam arti luas (citizenship education) yangmemiliki perspektif kewarganegaraan dunia abadke-21 yang terkenal dengan sebutankewarganegaraan multidimensi yang salah satucirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan& Derricott 1998). Terdapat delapan karakteristikyang merupakan karakteristik warga abad keduapuluh satu dalam perspektif PKn abad ke-21(Karsten, Kubow, Matrai, & Pitiyanuwat, 2000);

Kubow, Grossman, & Ninomiya, 2000). Diantaranyasebagai berikut: 1) Kemampuan untuk melihat danmendekati masalah sebagai anggota masyarakatglobal; 2) Kemampuan untuk bekerja dengan oranglain secara kooperatif dan bertanggung jawab atasperan/tugas seseorang di masyarakat; 3)Kemampuan untuk memahami, menerima,menghargai dan menoleransi perbedaan budaya; 4)Kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis;5) Kesediaan untuk menyelesaikan konflik dengancara tanpa kekerasan; 6) Keinginan untukmengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumsiseseorang untuk melindungi lingkungan; 7)Kemampuan untuk peka terhadap dan membelahak asasi manusia (Hak perempuan, etnisminoritas); 8) Kesediaan dan kemampuan untukberpartisipasi dalam politik di tingkat lokal,nasional, dan internasional.Penulisan karya tulis ini  didasarkan  padateori  bahwa  PKn merupakan   salah   satu   ujungtombak   dari   pendidikan   multikultural   dalamrangka pembentukan  karakter  warga  negaramultikultural  yang  menghargai  identitas  budayamasyarakat yang  plural  secara  demokratis,  danmembentuk  mosaik  yang  indah  (cultural
pluralism: mozaik analogy) dalam satu semboyanBhinneka Tunggal Ika (Garcia, 1982).
Metode PenelitianMetode yang digunakan dalam penulisan iniadalah metode library research. Jenis metode inimerupakan salah satu jenis metode kualitatif.Penelitian pustaka ini hanya menggunakan literaturperpustakaan tanpa harus melakukan penelitianlapangan. Melalui metode ini nantinya studipendahuluan akan terjawab sekaligus akanmemberikan pemahaman yang lebih mendalamberkenaan dengan gejalah-gejalah baru yangmuncul dan berkembang di tengah masyarakat(Mustika Zed, 2004). Penelitian kepustakaan jugadapat dimaknai sebagai suatu bentuk kegiatanterencana berkaitan dengan metode dalampengumpulan data dari perpustakaan dengan caramencatat, membaca, dan mengelolah dari berbagaimacam bahan penelitian. Penelitian ini, sumber danjenis datanya berasal dari berbagai macam refrensikepustakaan yang memiliki korelasi dengan judulyang akan dibahas. Hal demikian, teknik
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pengumpulan datanya didasarkan pada studikepustakaan.Literatur utama yang digunakan dalampenulisan ini terdiri atas beberapa macam bukudan jurnal yang berkaitan dengan Multikultural,pendidikan multikultural, dan PendidikanKewarganegaraan. Untuk jenis data yang ada ataudidapat bermacam-macam, dengan kata laindatanya merupakan gabungan dari data kualitatif.Sedangkan untuk tekniknya, dilakukan dengan cara
library research, yaitu menganalisis berbagaimacam literatur yang berkaitan dengan variabeldari judul karya tulis. Buku, jurnal, dan artikel yangterkait dengan judul sebagai data atau informasiyang reliable atau dapat dipertanggung jawabkan,selanjutnya data atau informasi yang didapat daribuku, jurnal, dan artikel dianalisis serta disusunberdasar vareabel sehingga memiliki keterkaitansatu dengan tang lainnya dan tidak keluar daribahasan atau judul yang sudah ditentykan.Analisis data dilakukan secara induktif, yangdi dalamnya terdiri dari dua tahap yaitu prosesreduksi data dan penyajian data. Reduksi databertujuan untuk penulis lebih mudah dalammemilih data yang valid, sedangkan penyajian dataagar dimungkinkan penarikan simpulan. Informasidikumpulkan secara tersusun sebagai bentuk daripenyajian data dan akan memberi kemudahandalam penarikan kesimpulan.. Penyajian datamerupakan analisis dalam bentuk gambar sehinggapenulis dapat menguasai dengan baik.Simpulan didapat sesusadah prosespenyatuan data dan merujuk dari tujuan penulisan,ada analisis dan sintesis. Dalam kesimpulan jugaharus memperhatikan bentuk penyajian data yangada pada pembahasan yang menjelaskan ide pokokbahasan dalam karya tulis
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Multikultural dan Pendidikan
MultikulturalPenjelasan yang sesuai untuk dijadikanrefrensi adalah pendapat Grace C. Huerta. Baginya,Pendidikan multikultural adalah pendekatanmenyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yangmempengaruhi proses administrasi, retensi siswa,pedagogi, evaluasi, serta desain kurikulum (Huerta,2016).Pendapat yang secara substansial sama jugadikemukakan oleh Bank (1993) bahwa pendidikan

multikultural adalah reformasi transformasionalyang dirancang untuk mengubah total lingkunganpendidikan sehingga beragam kelompok ras danetnis, baik kelompok gender, dan siswa dari setiapkelompok kelas sosial akan mengalami kesempatanpendidikan yang sama di sekolah dan universitas.Lebih lanjut Bank menjelaskan Pendidikanmultikultural mengasumsikan bahwa keragamanadalah bagian berharga dari jalinan negara jugamasyarakat global. Multikulturalis berpendapatbahwa keragaman memperkaya masyarakat danmeningkatkan cara-cara di mana warga negaradapat memecahkan masalah.Pendidikan dirasakan penting dandiperlukan untuk memberikan pembentukan sosialmasyarakat dan membentuk civic skill seseorang,keterampilan yang dimaksud yaitu menjadimasyarakat atau warga negara yang baik yang diantaranya mampu bersikap saling menghormatidan menghargai bebagai jenis perbedaan untukkelangsungan hidup yang rukun.Konsep multikulturalisme mencakup tigasub nilai. Pertama, meneguhkkan indentitas angsa,melihat, mempelajari dan menilai warisan budayabangsa; Kedua, saling menghormati sesama danberusaha untuk saling memahami selain budayanyasendiri; Ketiga, nyaman dengan perbedaan yangada dan merasa senang dengan kebudayaan yangberbeda-beda, yaitu memandang perbedaanbudaya seseorang itu sebagai suatu kekayaanbangsa. (Arif, 2008).Sebagai negara kepulauan, keragamanbudaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tingkatkemajemukan yang tinggi menjadikannya sebagainegara multikultural. Perbedaan wilayahmelahirkan suku, ras, bahasa dan kesenian yangsangat beragam. Keunikan ini merupakankelebihan tersendiri bagi bangsa Indonesia sangatdisayangkan jika kekayaan budaya bangsaIndonesia hilang. Entah dicuri bangsa lain, maupunmelebur digerus budaya asing.Globalisasi dan karakteristik yang semakinmultikultural dari banyak negara dan masyarakattelah menyoroti apakah negara mampumengembangkan warga negara yangberpendidikan multikultural dan terlibat secaraglobal. Bagi sekolah dan guru untukmempersiapkan warga negara untuk dididik secaramultikultural dan terlibat secara global, setidaknyaada dua argumen yang menarik untukdipertimbangkan. Yang pertama adalah globalisasidan yang kedua adalah karakter dan pendidikan
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kewarganegaraan. Kedua alasan ini sangat sesuaidengan sifat ganda yang aktif dan terkait dengankarakter kewarganegaraan seseorang. Untukmencapai kedua tujuan tersebut, kerangkakecerdasan budaya akan diperkenalkan di siniuntuk pengembangan kecerdasan budaya sebagaisarana untuk mengembangkan warga yang aktifdan peduli. Dalam hal ini, juga akan menyarankanbagaimana guru diposisikan untuk menghasilkanpertumbuhan siswa sebagai calon pemimpinmelalui pembelajaran budaya di kelas (Goh, 2012:396). Sementara literatur pendidikan karakter dankewarganegaraan di Asia sering menyebutkanpemahaman lintas budaya dan pemikiran globalsebagai hasil yang diinginkan, hanya sedikit modelyang menerjemahkan dengan mudah ke dalamkurikulum kewarganegaraan atau pedagogi kelas.Dengan demikian, untuk menciptakan warganegara muda yang aktif dan peduli diperlukanseorang guru yang memiliki pemahaman ataukecerdasan budaya dan berwawasan global.Seiring dengan kemajuan teknologikomunikasi dan transportasi, kepedulian warganegara terhadap kebudayaan lokal semakinmerosot. Kebudayaan warisan nenek moyangterancam hilang, melebur menjadi ‘tumbal’globalisasi. Globalisasi memberi pengaruh yangkuat dan nyata terhadap pendidikan serta telahberhasil masuk ke dalam kebijakan pendidikan danmempengaruhi praktik pengajaran dan pendidikanguru (Wang, Lin, Spalding, Odell, & Klecka, 2011).Maka dari itu, aktualisasi PendidikanKewarganegaraan yang memuat nilai nasionalismesangat diperlukan untuk menjawab danmembendung arus globalisasi. Sebab, nasionalismeerat kaitanya dengan identitas nasional. Denganmengembangkan rasa cinta tanah air diiringigerakan nyata dalam melestarikan budaya,kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia akanterjaga eksistensinya. PendidikanKewarganegaraan sebagai PendidikanMultikultural untuk peneguhan masyarakatmultikultural Indonesia.
Ruang Lingkup Pendidikan KewarganegaraanRuang lingkup PendidikanKewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkupmata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar danmenengah secara umum meliputi aspek-aspeksebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hiduprukun dalam perbedaan, cinta lingkungan,kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpahpemuda, keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, partisipasi dalam pembelaan negara,sikap positif terhadap Negara KesatuanRepublik Indonesia, keterbukaan dan jaminankeadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertibdalam kehidupan keluarga, tata tertib disekolah, norma yang berlaku di masyarakat,peraturan-peraturan daerah, norma-normadalam kehidupan berbangsa dan bernegara,sistem hukum dan peradilan nasional, hukumdan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajibananak, hak dan kewajiban anggota masyarakat,instrumen nasional dan internasional HAM,pemajuan penghormatan dan perlindunganHAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotongroyong, harga diri sebagai masyarakat,kebebasan berorganisasi, kemerdekaanmengeluarkan pendapat, menghargai keputusanbersama, prestasi diri, persamaan kedudukanwarga negara.
5. Konstitusi negara, meliputi proklamasikemerdekaan dan konstitusi yang pertama,konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan diIndonesia, hubungan dasar negara dengankonstitusi.
6. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahandesa dan kecamatan, pemerintahan daerah danotonomi, pemerintah pusat, demokrasi dansistem politik, budaya politik, budaya demokrasimenuju masyarakat madani, sistempemerintahan, pers dalam masyarakatdemokrasi.
7. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasilasebagai dasar negara dan ideologi negara,proses perumusan pancasila sebagai dasarnegara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalamkehidupan sehari-hari, pancasila sebagaiideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi dilingkungannya, politik luar negeri Indonesia diera globalisasi, dampak globalisasi, hubunganinternasional danorganisasi internasional, danmengevaluasi globalisasi.Berdasarkan ruang lingkup PKn di atas,diketahui bahwa materi yang ada dalam PKn terdiridari materi nilai-nilai, norma, perdamaian dunia,
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hak asasi manusia dan peraturan hukum yangmengatur perilaku warga negara, sehinggadiharapkan peserta didik dapat mengamalkanmateri tersebut dalam kehidupan sehari-harimenjadi karakter pribadi yang melekat pada setiapindividu peserta didik. Melihat poin ke satu dariruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraanmenggambarkan bahwa PendidikanKewaragenagaraan memiliki peran yang signifikandalam peneguhan masyarakat multikulturalIndonesia, sehingga perlu adanya langkah-langkahyang maksimal untuk mencapai ruanglingkupPendidikan Kewarganegaraan tersebut. Dengandemikian, materi-materi yang terdapat pada matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harusbenar-benar dimaksimalkan, mulai dariperencanaan pembelajaran, tujan, materi, metode,dan media pembelajaran guna membentuk bangsatoleran dan bangsa Indonesia yang damai.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan MultikulturalPendidikan Kewarganegraan merupakantopik sentral yang memiliki peran strategis dalampendidikan multikultural. Oleh karena itu, domainmateri yang terdapat dalam PendidikanKewarganegaraan di sekolah mulai dari tingkatSMP dan SMA harus mampu dieksplorasibersamaan dengan nilai-nilai multikultural. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),pendidikan kewarganegaraan merupakan namamata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikandasar dan menengah dan mata kuliah wajib untukkurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Penjelasanini diperkuat dalam pasal 37 bahwa PendidikanKeewarganegaraan bertujuan untuk membentukgenerasi muda menjadi manusia yang memilikibudi pekerti luhur, karakter kebangsaan, dan cintatanah air Indonesia. Dengan adanya ketentuan UUtersebut maka kedudukan PendidikanKewarganegaraan sebagai basis pengembanganmasyarakat multikultural dalam sistem pendidikandi Indonesia semakin jelas dan mantap.Terkait dengan pendidikan multikultural,Pendidikan Kewarganegaraan memiliki perananpenting dalam rangka mempersiapkan pesertadidik menjadi warganegara yang memilikikomitmen kuat dan konsisten untukmempertahankan negara kesatuan RepublikIndonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuanpendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana

dikemukakan oleh Tilaar (2004), yaitu membinapribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyaikebudayaan sukunya masing-masing, memeliharadan mengembangkannya, sekaligus membangunbangsa dengan kebudayaan Indonesia.Terdapat arti penting yang dimilikiPendidikan Kewarganegaraan bagi pendidikanmultikultural di Indonesia didasarkan atas limadimensi pendidikan multikultural sebagaimanadikemukakan oleh Bank (Tilaar, 2004), yaitu:1. Integrasi konten, berbagai macam budaya yangada dilingkungan masyarakat digeneralisasidalam pelajaran.2. Proses konstruksi pengetahuan, siswa diberikankebebasan dalam mengembangkanpengetahuannya melalui pembebasanberpendapat dan mengantarkan siswa untukmemahmi budaya dalam mata pelajran.3. An equity padagogy, dalam proses belajarapembelajaran metode yang digukan disesuaikandengan pola belajar siswa untuk menunjangprestasi siswa yang beragam latar belakangsuku, ras dan agama.4. Prejudice reduction, memahami berbagai macamkarakteristik siswa dengan tujuan untukmenentukan metode untuk mereka.5. Memberdayakan budaya sekolah, membiasakansiswa untuk berpartisipasi aktif dilingkugansekolah termasuk untuk berinteraksi denganstaff dan siswa yang memiliki latar budaya yangberbeda.Dimensi di atas perlu dukungan darikemampuan warga negara atau karakteristik warganegara. Cogan (1998) karakteritik yang harusdimiliki warganegara sebagai berikut:1. Kemampuan mengenal dan memecahkanmasalah.2. Kemampuan bertanggung jawab dan bekerjasama dalam kehidupan masyarakat.3. Kemampuan saling menghargai dan memahamiberbagai macam perbedaan budaya.4. Kemampuan berpikir sitematis dan kritis.5. Kemampuan problem solving melalui cara yangadil dan damai.6. Kemampuan mencintai lingkungan dengan caramerubah pola hidup.7. Kemampuan peka terhadap problematika hakasasi manusia dan mempertahankannya, sepertihak kaum wanita, minoritas etnis, dsb.8. Kemampuan berpartisipasi aktif dalamkehidupan masyarakat berbangsa danbernegara.
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Karakteristik warganegara di atasdibutuhkan sebagai dasar bagi peneguhanmasyarakat multikutural, yang dalam pandanganCogan (1998:2-3) diidentifikasi ke dalam limaatribut kewarganegaraan yang mungkin akanberbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politiknegara masing-masing, yakni: (1) a sense of identity;(2) the enjoyment of certain rights; (3) the fulfilment
of corresponding obligations; (4) a degree of interest
and involvement in public affairs; and (5) an
acceptance of basic societal values. Bagi Indonesia,karakter kewarganegaraan akan memilikikekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut,yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku diIndonesia, ialah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Terdapat beberapa hal yang diperlukan guruPendidikan Kewarganegaraan dalam peneguhanmasyarakat multikultural Indonesia. Adapun hal-hal yang perlu dimiliki guru PKn salah satunyaadalah memahami tentang pembelajaran PKnberbasis multikultural, karena dengan memahamiPKn multikultural, guru nantinya akan mampumengembangkan materi PendidikanKewarganegaraan berbasis multikultural. Dengandemikian, peneguhan masyarakat multikulturalIndonesia akan tercapai melalui aktualisasiPendidikan Kewarganegaraan. Langkah-langkahembelajaran PKn berbasis multikultural dapatdilihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Langkah-langkah Pembelajaran PKnBerbasis Multikultural (Rondli, 2014: 4)Berdasarkan tabel yang ada di atas terdapatlima tahap yang perlu dilakukan oleh seorang gurumengenai langkah-langkah pembelajaran PKnberbasis kearifan lokal. Pertama, menentukanmateri pembelajaran dari Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar apa yang akan diajarkanberbasis multikultural sesuai denganPermendiknas No 22 Tahun 2006. Sebab tidaksemua materi dapat disamaikan melalui poresespembelajaran berbasis multikultural. Pada tingkatSekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semisterpertama materi yang dapat disampaikan melaluiproses pembelajaran berbasis multikulturan salahsatunya materi tentang memahami hakikat bangsadan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua,menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkanindikator yang ditetapkan dari Standar Kompetensidan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran PKnberbasis multikultural. Ketiga, menetapkan metodeyang akan digunakan, dalam hal ini penulismenganjurkan untuk menggunakan metode
Contexstual Teaching and Learning (CTL).Metode CTL ditentukan oleh guru sendiridan disesuaikan dengan karakteristik dan materiyang akan dikembangkan dalam pembelajaran.
Keempat, menentukan media pembelajaran yangdisesaikan dengan Standar Kompetensi danKomptensi Dasar. Guru dalam menentukan mediaharus jelih dan bisa menyesuaikan dengan saranaprasarana yang ada disekolah, penggunakan mediapembelajaran disini bertujuan agar memberikakemudahan pada siswa untuk memahami materisecara mendalam. Kelima, setelah semuah langkah-langkah yang ada sudah terlaksana maka guruselanjutnya melakukan evalusi dengan tujuanuntuk mengetahui sejauh mana tingkatkeberhasilannya.Berkenaan dengan sesuatau yang diperlukandalam proses pembelajaran PendidikanKewarganegaraan Aly, (2005) menjelaskan tigafaktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu: (a)lingkungan fisik (physical environment), (b)lingkungan sosial (human environment), dan (c)gaya pengajaran guru (teaching style). Selamaproses pembelajaran yang diperlukan siswa adalahlingkungan sosial dan fisik yang nyaman sertamenyenangkan, untuk itu guru sebagai pendidikharus mampu mempertimbangkan beberapa aspekdiantaranya adalah penataan meja dan kursi,warna, tanaman, dan pencahayaan. Dengandemikian, akan tercipta lingkungan sosial dan fisikyang aman dan nyaman untuk siswa. Lebih dari itu,guru juga harus mampu memahami latar belakangbudaya siswanya karena dengan guru yangmemiliki pemahaman terhadap latar belakangbudaya siswanya, akan menciptakan lingkunganfisik yang kondusif untuk belajar. Lingkungan yang
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nyaman atau kondusif dapat diciptakan olehseorang guru melalui beberapa bahasa yang dipilih,hubungan interaksi, dan berlaku adil pada siswayang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa jugamemerlukan gaya pengajaran guru yangmenggembirakan. Dalam proses pembelajaran,gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagiada-tidaknya peluang siswa untuk berbagipendapat dan membuat keputusan. Gayakepemimpinan guru berkisar pada otoriter,demokratis, dan bebas (laizzes faire). Gayakepemimpinan otoriter tidak memberikan peluangkepada siswa untuk saling berbagi pendapat. Apayang diajarkan guru kepada siswa ditentukansendiri oleh sang guru. Sebaliknya, gayakepemimpinan guru yang demokratis memberikanpeluang kepada siswa untuk menentukan materiyang perlu dipelajari siswa. Kepemimpinan bebasyang digunakan oleh seorang guru akan lebihmembebaskan siswa untuk memilih materipembelajaran di dalam kelas.Bentuk pendekatan yang demokratis ini akansangat membantu siswa memahami materi yangdikembangkan dikelas maupun luar kelas.Pendekatan seperti ini, berbagai macam strategidapat digunakan oleh guru, seperti simulasi,observasi, dialog, penangan kasus, dan diskusikelompok (Aly, 2003: 70-71). Melalui dialog paraguru, misalnya, mendiskusikan sumbangan anekabudaya dan orang dari suku lain dalam hidupbersama sebagai bangsa. Lebih dari itu, guru jugadapat berdialog dan mendiskusiakan kepada semuasiswa yang memiliki latar belakang budaya yangberbeda-beda. Sementara itu, melalui simulasi danbermain peran, para siswa difasilitasi untukmemerankan diri sebagai orang-orang yangmemiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalampergaulan sehari-hari. Dalam momen-momentertentu, diadakan proyek dan kepanitiaanbersama, dengan melibatkan aneka macam siswadari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasayang beragam. Sedangkan melalui observasi danpenanganan kasus, siswa dan guru difasilitasiuntuk tinggal beberapa hari di masyarakatmultikultural. Mereka diminta untuk mengamatiproses sosial yang terjadi di antara individu dankelompok yang ada, sekaligus untuk melakukanmediasi bila ada konflik di antara mereka.Dengan strategi pembelajaran tersebut parasiswa diasumsikan akan memiliki wawasan dan

pemahaman yang mendalam tentang adanyakeragaman dalam kehidupan sosial. Bahkan,mereka akan memiliki pengalaman nyata untukmelibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilaidari pendidikan multikultural dalam kehidupansehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran,simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akantumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengandemikian, proses pembelajaran yang difasilitasiguru tidak sekadar berorientasi pada ranahkognitif, melainkan pada ranah afektif danpsikomotorik sekaligus. Selanjutnya, pendekatandemokratis dalam proses pembelajaran denganberagam strategi pembelajaran tersebutmenempatkan guru dan siswa memiliki status yangsetara (equal status), karena masing-masing darimereka merupakan anggota komunitas kelas yangsetara juga. Setiap anggota memiliki hak dankewajiban yang absolut. Perilaku guru dan siswaharus diarahkan oleh kepentingan individu dankelompok secara seimbang.Lebih dari itu, pembelajaran yangmenggunakan pendekatan demokratis ini gurudituntut untuk memiliki kompetensi multikultural.Ada enam kompetensi multikutural guru yangditawarkan oleh Farid Elashmawi dan Philip P.Harris (Aly, 2005), yaitu: (a) memiliki nilai danhubungan sosial yang luas, (b) terbuka danfleksibel dalam mengelola keragaman siswa, (c)siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latarbelakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasipendatang baru dan siswa yang minoritas, (e) mauberkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun,dan (f) berorientasi pada program dan masa depan.Lebih lanjut James A. Bank (Aly, 2005)menambahkan kompetensi multikultural lain yangharus dimiliki oleh guru, yaitu: (a) sensitif terhadapperilaku etnik para siswa, (b) sensitif terhadapkemungkinan adanya kontroversi tentang materiajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajarankelompok untuk mempromosikan integrasi etnikdalam pembelajaran.
SIMPULANBerdasarkan uraian di atas diketahui bahwaPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraanparaksis menjadi suatu usaha dalam meneguhkanmasyarakat multikultural Indonesia yang damai.Dengan pembelajaran Pendidikan
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Kewarganegaraan, siswa akan dibekali pemahamanyang mendalam terkait bagaimana menyikapikeragaman dan siswa juga ditanamkan kemampuanuntuk memahami, menerima, dan menghormatiperbedaan-perbedaan budaya, sebab materi yangtermuat dalam Pendidikan Kewarganegaraansejalan dengan nilai-nilai multikultural indonesia,yang diperlukan sekarang hanya tinggal bagaimanaseorang guru mampu memahami keragaman,mampu mengembangkan pembelajaran, danmampu menggunakan media pembeajaran.Lebih dari itu, pendidikan multikulturalmelalui pendidikan kewarganegaraan jugamenemukan relevansinya untuk konteks Indonesia.Sebagai sebuah konsep, pendidikan multikulturalsejalan dengan semangat semboyan bangsaIndonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan yangsangat adil dan demokratis ini memiliki pengertianbahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa didunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yangmempunyai budaya, bahasa, dan agama yangberbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia.Semboyan ini mengandung seni manajemen untukmengatur keragaman Indonesia (the art ofmanaging diversity).Peneguhan masyarakat multikulturalIndonesia akan tercapai dengan caramengaktualisasikan Pendidikan Kewarganegaraansebab di dalam Pendidikan Kewarganegaraantermuat domain materi tentang keragaman ataumenjaga keutuhan negara Indonesia. Dengandemikan, untuk menunjang keberhasialan dalampeneguhan masyarakat multikultural Indonesiamelalui aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraandiperlukan implementasil PKn berbasismultikultural dan pemahaman guru terhadaplangkah-langkah dalam pembelajaran PendidikanKewarganegaraan berbasis multikultural, mulaidari perencanaan, tujuan, materi, metode, danmedia pembelajaran.
UCAPAN TERIMAKASIHTerimakasih saya ucapkan untuk teman-teman dari jurusan Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan Pasca Sarjana Universitas NegriYogyakarta angkatan 2016 bung Erwin, bungSetiawan, bung Furkan, dan bung Gusti yang telahmemberikan koreksi dan saran terhadap karya tulis
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